
 
 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 46 TAHUN 2011          

TENTANG 

PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a.  bahwa untuk mewujudkan pembinaan Pegawai Negeri 
Sipil berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem 
karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja, 
perlu dilakukan penilaian prestasi kerja; 

  b.  bahwa penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri 
Sipil sebagai bagian dari pembinaan Pegawai Negeri Sipil 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah  
Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan 
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil sudah tidak sesuai lagi 
dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan hukum 
dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil;  

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk 
memenuhi ketentuan mengenai penilaian prestasi kerja 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 20 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, perlu menetapkan 
Peraturan Pemerintah tentang Penilaian Prestasi Kerja 
Pegawai Negeri Sipil;  

Mengingat  : 1.  Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar  Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

 

2. Undang-Undang . . . 
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 2.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43      
Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3890); 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENILAIAN PRESTASI 
KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL. 

 

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 
adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud 
dalam peraturan perundang-undangan. 

2. Penilaian prestasi kerja PNS adalah suatu proses 
penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat 
penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku 
kerja PNS. 

3. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap 
PNS pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja 
pegawai dan perilaku kerja. 

4. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP 
adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh 
seorang PNS. 

5. Target . . . 
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5. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari 
setiap pelaksanaan tugas jabatan. 

6. Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau 
tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan 
sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.  

7. Rencana kerja tahunan adalah rencana yang memuat 
kegiatan tahunan dan target yang akan dicapai sebagai 
penjabaran dari sasaran dan program yang telah 
ditetapkan oleh instansi pemerintah. 

8. Pejabat penilai adalah atasan langsung PNS yang dinilai, 
dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural 
eselon V atau pejabat lain yang ditentukan. 

9. Atasan pejabat penilai adalah atasan langsung dari 
pejabat penilai. 

10. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat Pembina 
Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam peraturan 
perundang-undangan yang mengatur wewenang 
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS. 

 

Pasal 2 

Penilaian prestasi kerja PNS bertujuan untuk menjamin 
objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan 
sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan 
pada sistem prestasi kerja. 

 

Pasal 3 

Penilaian prestasi kerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip: 

a. objektif; 

b. terukur; 

 
c. akuntabel . . . 
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c. akuntabel;  

d. partisipatif; dan 

e. transparan. 
 

Pasal 4 

Penilaian prestasi kerja PNS terdiri atas unsur: 

a. SKP; dan  

b. perilaku kerja. 
 

BAB II 

SASARAN KERJA PEGAWAI 

Pasal 5 

(1) Setiap PNS wajib menyusun SKP sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 huruf a berdasarkan rencana kerja 
tahunan instansi.  

(2) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat 
kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai 
dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan 
dapat diukur. 

(3) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh pejabat 
penilai.  

(4) Dalam hal SKP yang disusun oleh PNS tidak disetujui 
oleh pejabat penilai maka keputusannya diserahkan 
kepada atasan pejabat penilai dan bersifat final. 

(5) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
setiap tahun pada bulan Januari.  

(6) Dalam hal terjadi perpindahan pegawai setelah bulan 
Januari maka yang bersangkutan tetap menyusun SKP 
pada awal bulan sesuai dengan surat perintah 
melaksanakan tugas atau surat perintah menduduki 
jabatan. 

Pasal 6 . . . 
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Pasal 6 

PNS yang tidak menyusun SKP sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 
disiplin PNS.  

Pasal 7 

(1) SKP yang telah disetujui dan ditetapkan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 menjadi dasar penilaian bagi 
pejabat penilai.  

(2) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi aspek: 

a. kuantitas;  

b. kualitas;  

c. waktu; dan 

d. biaya. 

(3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
paling sedikit meliputi aspek kuantitas, kualitas, dan 
waktu, sesuai dengan karakteristik, sifat, dan jenis 
kegiatan pada masing-masing unit kerja. 

(4) Dalam hal kegiatan tugas jabatan didukung oleh 
anggaran maka penilaian SKP sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), meliputi pula aspek biaya. 

(5) Berdasarkan aspek sebagaimana dimaksud pada       
ayat (2), setiap instansi menyusun dan menetapkan 
standar teknis kegiatan sesuai dengan karakteristik, 
sifat, jenis kegiatan, dan kebutuhan tugas masing-
masing jabatan. 

(6) Instansi dalam menyusun standar teknis kegiatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan 
berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala 
Badan Kepegawaian Negara. 

Pasal 8 . . . 
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